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<b>ABSTRACT</b><br>

Pada praktiknya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan, yakni mengenai
pemisahan harta. Persyaratan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yakni
perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan
Agama. Namun pada kenyataannya, masih banyak para pihak suami isteri yang membuat perjanjian
perkawinan tetapi tidak didaftarkan. Hal ini mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku
bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Penulis tertarik meneliti
masal ah perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ini apabila harta dalam perkawinan
dipindahtangankan secara sepihak (oleh salah satu pihak suami atau isteri saja) kepada pihak ketiga melalui
jual beli. Untuk mencari solusi dari masalah ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif,
perundang-undangan, dan analitis. Karyailmiah ini menggunakan kajian ilmu hukum normatif dan tipe
berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum
terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ialah tidak berlakunya atau mengikatnya perjanjian
perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga, sehingga harta yang diperjualbelikan bagi pihak ketigamasih
merupakan harta bersama. Oleh karena itu, maka dalam proses jual beli harta bersama tersebut pihak ketiga
harus mendapat persetujuan kedua belah pihak suami isteri. Apabila dilakukan dengan tanpa persetujuan
salah satu pihak suami isteri, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan jual beli harta bersama
tersebut. Mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga, perlindungan hanya dapat dilakukan apabila pihak
ketiga beritikad baik pada saat proses jual beli harta bersama tersebut.
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<b>ABSTRACT</b><br>

In practice, marriage agreements usually regulate property in marriage, namely regarding the separation of
assets. The requirements of the marriage agreement are regulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974, asthe
marriage agreement must be registered with the Department of Population and Civil Registration or the
Office of Religious Affairs. But in the redlity, there are still many spouses that make marriage agreements
but not registered. That caused the marriage agreements are only valid for both parties who making the
agreement, but not for third parties. The author is interested in examining the issue of marriage agreements
that are not registered if the assets in marriage are unilaterally transferred (by one of the husband or wife) to
athird party through buying and selling. To find a solution to this problem, the author conducted there
search with aqualitative, legidatif, and analytical approach. This scientific work uses the study of legal
science and type based on its nature which is descriptive research. The results of the study indicate that the
legal consequences of the marriage agreement that is not registered are the non-valid or attachement of the
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marriage agreement to athird party, so that the traded asset by the third party is till considered as a joint
asset. Therefore, in the process of buying and selling shared assets, the third party must obtain the

approval of both husband and wife parties. If it is carried out without the consent of one of the husband and
wife parties, then the party may submit a cancellation of the sale of the joint assets. Regarding the protection
of third parties, protection can only be done if the third party has good intentions during the process of
buying and selling of the joint assets.



